144

 ASSET RECOVERY  YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN PADA  TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Aryono
   E-mail : aryonoa86@gmail.com
                                                 Kantor Advokat ARYONO, S.H.
Hari Purwadi, E-mail : H purwadie@yahoo.com
Supanto, E-mail : supanto.8787@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Abstract
This article aims to determine the efforts that have been implemented by the parties related to the return of state losses, and to know the constraints of the Parties to the Corruption and Corruption Commission in the judiciary in executing the assets of the criminal act of corruption. This type of legal research is non-doctrinal. This research takes place at the Sragen State Attorney and the High Court of Semarang. The reason for choosing this location is because of the availability of data related to the problem in the thesis. In this research, the data collection technique is interview and document. Analytical technique used is interactive data model analysis technique. Based on the results of research and discussion it is known that the efforts made by the prosecutor in connection with the decision of Supreme Court No. 1361 / K / Pid.sus / 2012 against the former Regent of Sragen is the prosecutor has made efforts to seize the assets belonging to the former Regent of Sragen which the region is in East Jakarta with the estimate that the confiscated assets are worth 14 Billion, so with one asset is expected to be able to pay additional crime in the form of replacement money according to the Supreme Court's decision. Nevertheless prosecutors in this case also still find difficulties in running the execution because the confiscated assets are located outside the jurisdiction of the State Prosecutor Sragen / outside the jurisdiction of the Sragen District Attorney. Furthermore, in order to seize the assets can be confiscated, in this case the State Prosecutor Sragen together with the High Court of Semarang assisted by the High Prosecutor's Office Jakarta has appealed to BPN East Jakarta to do the blocking, and then the last attempt to do is the State Prosecutor Sragen has sent Warning letter for emptying.
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Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang sudah dilaksanakan oleh pihak terkait dengan pengembalian kerugian negara, dan untuk mengetahui kendala pihak Pihak Komisi Pemberatasan Korupsi dan kejaksaan dalam mengeksekusi aset hasil tindak pidana korupsi. 
Jenis penelitian hukum ini adalah non doktrinal. Penelitian ini mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Sragen dan Kejaksaan Tinggi Semarang. Alasan dipilihnya lokasi ini adalah karena ketersediaan data yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Upaya yang dilakukan pihak kejaksaan sehubungan dengan adanya putusan MA Nomor 1361/K/Pid.sus/2012 terhadap mantan Bupati Sragen tersebut adalah jaksa sudah melakukan upaya untuk melakukan penyitaan aset milik mantan Bupati Sragen tersebut yang wilayahnya berada di Jakarta Timur dengan perkiraan bahwa aset yang disita senilai 14 Milyar, sehingga dengan satu aset tersebut diharapkan bisa untuk membayar pidana tambahan berupa uang pengganti sesuai putusan MA tersebut. Jaksa masih menemui kesulitan dalam menjalankan eksekusi dikarenakan aset yang disita tersebut berada diluar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen/ diluar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen. Selanjutnya untuk mengupayakan agar aset tersebut bisa disita maka dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sragen bersama-sama dengan Kejaksaan Tinggi Semarang dibantu oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta telah memohon kepada BPN Jakarta Timur untuk melakukan pemblokiran, dan selanjutnya upaya yang terakhir lakukan adalah pihak Kejaksaan Negeri Sragen telah mengirimkan surat peringatan untuk pengosongan.

Kata Kunci : asset recovery; korupsi; eksekusi
A. Pendahuluan
Salah satu pertimbangan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga superbodi yang dilahirkan melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah karena pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Kasus korupsi dengan pembagian : jumlah kasus yang melibatkan para terdakwa dari lingkungan eksekutif (kepala daerah, mantan kepala daerah, kepala dinas, sekretaris daerah dsb) adalah sebanyak 27 kasus; para anggota atau mantan anggota dewan (legislative) sebanyak 28 kasus yang telah diproses di pengadilan. Sementara kasus korupsi yang melibatkan pihak swasta sebanyak 14 kasus. Dari 69 kasus tersebut, 27 kasus yang diputus bebas oleh pengadilan; dan 42 kasus yang dinyatakan bersalah. Namun dari kasus korupsi yang divonis bersalah oleh pengadilan, dapat dikatakan belum memberikan efek jera bagi pelaku korupsi karena hampir separuhnya (23 kasus) diputus di bawah 2 tahun penjara.
Pada tahun 2006, menurut hasil Survey Transparancy International (STI) - Indonesia yang pada tahun 2005 menempati urutan ke-6 negara terkorupsi - turun menjadi urutan ke 130 dari 163 negara terkorup di dunia, dengan Angka Indeks persepsi Korupsi (IPK) adalah 2,4.15 Sementara di Asia, berdasarkan hasil survai Political and Economic Risk Consultacy (PERC), lembaga pemberi peringkat yang berbasis di Hongkong, pada tahun 2007 Indonesia menduduki urutan kedua bersama Thailand sebagai negara terkorup di Asia dengan angka IPK 8,03 setelah Filipina. Penurunan peringkat sebagai negara terkorup di Asia ini dikarenakan adanya Political Will dari pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi (Masduki Atamimi, 2006).
Selain jumlah kasus yang semakin meningkat, yang paling penting juga menyangkut kerugian keuangan negara dari seluruh tindak pidana korupsi yang terjadi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mengungkapkan, kerugian negara akibat korupsi 2005 sampai 2009 mencapai Rp.689,19 miliar. Data KPK memperlihatkan, angka itu berasal dari berbagai proyek pengadaan barang dan jasa dengan nilai sekitar Rp.1,9 Triliun. Kerugian negara tersebut sebagian besar terjadi karena proses penunjukan langsung dalam proyek pengadaan barang dan jasa. "Kerugian negara jenis ini mencapai Rp.647 miliar atau 94 persen dari total kerugian negara, Sementara sisa kerugian negara diakibatkan oleh praktik penggelembungan harga, yaitu sebesar Rp.41,3 miliar atau enam persen dari total kerugian negara. Jumlah kerugian negara tersebut dihitung setelah ada putusan hukum yang tetap. Tercatat ada 50 perkara korupsi pengadaan barang dan jasa yang telah diusut KPK. Nilai rata-rata kerugian negara 35 persen dari total nilai proyek (anggaran) Rp 1,9 trilliun.
Pengembalian kerugian negara sebagaimana di atur dalam Pasal 18  ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  berupa :

· Perampasan benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

· Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

· Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun.

· Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Sedangkan pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur:

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

Selanjutnya pasal 18 ayat (3) mengatur :

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam       ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penegakkan hukum terhadap kasus korupsi saat ini masih menimbulkan permasalahan khususnya dalam hal Asset Recovery terutama dalam hal Jaksa ketika akan melaksanakan eksekusi mengenai pengembalian kerugian negara. Asset Recovery merupakan kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset yang dicuri/hasil kejahatan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang sudah dilaksanakan oleh pihak terkait dengan pengembalian kerugian negara serta mengetahui Kendala pihak Pihak Komisi Pemberatasan Korupsi dan kejaksaan dalam mengeksekusi aset hasil tindak pidana korupsi.
Pembentuk Undang-Undang hukum pidana Indonesia mengunakan istilah “Statbaar Feit” untuk menyebutkan sebagai tindak pidana. Utrecht memakai istilah peristiwa pidana (Arif Budiman, 1991). Moeljatno mengunakan istilah perbuatan pidana, maka ia mendefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman pidana yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Wirjono Prodjodikoro mengunakan difinisi pendek mengenai tindak pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai pidana (Adam Chazawi, 2002).
Menurut W.P.J Pompe, tindak pidana ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum (Moeljatno, 1987).
Dalam kaitan dengan penjatuhan pidana, seorang dapat dijatuhi pidana apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu telah melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan. Seorang tidak dapat dijatuhi pidana kendati pun telah terbukti melakukan tindak pidana apabila tidak terpenuhi syarat lain yang berupa adanya kesalahan. 
Sudarto membedakan syarat penjatuhan pidana menjadi dua, yaitu syarat yang berkaitan dengan perbuatannya dan syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku. Syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan, meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar). Sementara itu syarat pemidanaan yang berkaitan dengan orang yaitu yang berupa kesalahan dengan unsur-unsurnya meliputi (a) mampu bertanggungjawab (b) ada kesengajaan (dolus atau culpa) tidak ada alasan pemaaf (Sudarto, 2007)
Dalam hal ini tentang siapa saja yang dapat dikatakan melakukan tindak pidana adalah semua orang yang perbuatannya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum akan dapat dipidana, kecuali ada alasan penghapus pidana. Sifat melawan hukum (rechtswidrig, unrecht, wederrechtlijk, onrechmatig) sebagai salah satu unsur tindak pidana merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat atau pelaku perbuatan.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruption atau corruptus, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Dari bahasa latin itulah turun kebanyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt, Belanda, yaitu corruptive (korruptie), sehingga dapat atau patut diduga bahwa istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”, yang mengandung arti perbuatan korup, penyuapan (Maryanto, 2012).
Kejahatan korupsi oleh Ruth Shonle Cavan dimasukkan dalam kategori kejahatan the white collar criminal. Berbeda dengan kejahatan yang lainnya yang sudah dikenal lebih dahulu, maka kejahatan white collar crime baru dikenal pada abad modern yang merupakan pengaruh dari akses dari proses ekonomi (Bawengan, 1991).
Menurut Sutherland, white collar crime adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dan pejabat-pejabat dalam hubungan dan funsinya. Mereka adalah orang-orang terkemuka yang tak segan-segan melakukan kejahatan karena kedudukan mereka yang kuat sehingga memungkinkan mereka memperkaya diri dengan melakukan manipulasi dan korupsi (Bawengan, 1991). 
Tindak pidana korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Menurut Syed Hussein Alatas, saat-saat pemerintah memberikan kontrak dengan syarat-syarat tertentu juga bisa dimanfaatkan oleh koruptor (Hussein Alatas, 1993).
Menurut Kartini-Kartono, korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi stuktur pemerintah dan menjadi hambatan paling utama dalam pemerintahan (Kartini Kartono, 1988).
Rumusan delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 telah mengadopsi sebagian besar dari delik korupsi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dengan perubahan sebagai hal yang menarik untuk diperhatikan, sebagai berikut:

· Memperluas subjek delik korupsi. 

· Memperluas pengertian pegawai negeri.

· Memperluas pengertian delik korupsi. 

· Memperluas jangkauan berbagai modus operandi keuangan negara delik korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 telah memuat beberapa ketentuan yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yakni antara lain memuat sanksi pidana yang berbeda dengan sanksi pidana dari undang-undang sebelumnya. Dalam proses penanganan delik korupsi agar tersangka/terdakwa memperoleh perlindungan hak-hak asasi, juga akan dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung. Penyidik, penuntut, dan hakim dapat langsung meminta keterangan keuangan tersangka/terdakwa pada Gubernur Bank Indonesia dengan diterapkan pembuktian terbalik terbatas. Partisipasi masyarakat ikut berperan dalam pemberantasan delik korupsi. Serta akan dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, pada dua tahun mendatang.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam artikel ini hendak dibahas bagaimana upaya upaya Asset Recovery yang dilakukan oleh Kejaksaan pada tindak pidana korupsi.
B. Metode Penelitian
Jenis penelitian hukum ini adalah non doktrinal.  Tipe kajian ini adalah kajian keilmuan dengan maksud hanya hendak mempelajari saja bukan hendak mengajarkan suatu doktrin, maka metodenya disebut sebagai metode non doktrinal. Penelitian ini mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Sragen dan Kejaksaan Tinggi Semarang. Alasan dipilihnya lokasi ini adalah karena ketersediaan data yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Upaya pihak kejaksaan dalam pelaksanaan/ eksekusi dalam kasus korupsi 
  Bagi Indonesia, pendekatan hukum pidana sebagai salah satu instrumen dalam memerangi korupsi masih menjadi pilihan utama. Indikator ini dapat dilihat dari strategi pengenaan sanksi pidana yang semakin diperberat dalam setiap perubahan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Maksudnya jelas bahwa dengan pendekatan hukum pidana yang semakin diperberat, diharapkan para pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera, disamping juga diharapkan orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi akan menjadi takut melakukan tindak pidana ini. Meskipun dalam tujuannya diharapkan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan diatas, strategi ini tentunya bukan tanpa kelemahan. Kelemahan mendasar dari strategi ini adalah pendekatan yang dilakukan masih bersifat fragmenter, parsial, simptomatik dan represif, karena seolah-olah hanya melihat 1 (satu) faktor/kondisi saja sebagai penyebab atau titik lemah dari upaya pemberantasan korupsi. 
Akibat pendekatan yang hanya satu sisi ini, terjadi ketidakberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sinyal ketidakberhasilan instrumen hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat secara jelas dalam indeks persepsi korupsi yang hampir selalu menempatkan Indonesia ke dalam lima (5) besar negara terkorup di dunia. 
Pengembalian kerugian negara melalui instrumen pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebenarnya telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penegakan  hukum terhadap kasus korupsi terutama dalam hal Jaksa akan melaksanakan eksekusi mengenai pengembalian kerugian negara, masih mengalami kendala seperti yang terlihat di dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan bupati Sragen UW yang telah diputus oleh Mahkamah Agung, dengan putusannya No 1361/Pid. Sus/K/2012 tertanggal 18 September 2012. Dalam perkara tersebut Mahkamah Agung sebenarnya telah memvonis UW dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair enam bulan kurungan, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Sragen. Tak hanya itu, Mahkamah Agung juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai   Rp 10.501.445.352, 00 (sepuluh milyar lima ratus satu juta empat ratus empat puluh lima tiga ratus lima puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka yang bersangkutan harus menggantikannya dengan pidana penjara selama lima tahun. Pelaksanaannya untuk pengembalian kerugian negara senilai    Rp 10.501.445.352, 00 (sepuluh milyar lima ratus satu juta empat ratus empat puluh lima tiga ratus lima puluh dua rupiah) pada kenyataannya hal ini masih menjadi kendala untuk dilaksanakan oleh pihak kejaksaan selaku pihak eksekutor.
Pada kenyataanya, pelaksanaan putusan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam kasus korupsi kas daerah Kabupaten Sragen dilaksanakan melalui beberapa tahap. Tahap pertama diberikan surat perintah tugas melakukan pelacaan asset terpidana dengan nomor : print-834/O.3.26/Ft.1/04/2013 pada tanggal 2 April 2013 dengan isi pertimbangan :
Dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1361/K/Pid.sus/2012 tanggal 18 September 2012. Atas nama terpidana UW. Yang pada pokok amar putusannya menyatakan agar terpidana UW. Dijatuhi denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp. 10.501.445.352,00 (Sepuluh milyar lima ratus satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Kemudian tahap kedua diberikan surat perintah Nomor : B-1061/O.3.26/Fd.1/04/2013 pada tanggal 2 April 2013. Sesuai dengan surat putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1361 K/Pid.Sus/ 2012 tanggal 18 September 2012 An UW. Didalam amar putusannya membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan uang pengganti sebesar Rp. 10.501.445.352,00 (Sepuluh milyar lima ratus satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hokum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sehubungan hal tersebut pihak kejaksaan akan segera melaksanakan penagihan terhadap denda dan uang pengganti sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI yang telah dijatuhkan kepada terdakwa.

Kemudian dilanjutkan dengan surat perintah Nomor : B-1130/O.3.26/Fs.1/04/2013 pada tanggal 9 April 2013 yang berisipelaksanaan putusan Kasasi Nomor 1361 K/Pid.Sus/ 2012 tanggal 18 September 2012 An UW. Didalam amar putusannya antara lain membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan uang pengganti sebesar Rp. 10.501.445.352,00 (Sepuluh milyar lima ratus satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Tahap selanjutnya diberikan surat Nomor : B-1467/O.3.26/Fs.1/04/2013 pada tanggal 11 April 2013 kepada kepala kejaksaan tinggi jawa tengah yang berisi permintaan untuk memperoleh data dan pemblokiran asset terpidana Nama UW Yang terletak diwilayah Kota Jakarta Timur sebagai mana alamat yang bersangkutan yang memiliki tempat tinggal di Jalan Batu Alam Jaya No. 62 U Condet Jakarta Timur melalui Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur.

Selanjutnya surat yang ditujukan kepada kepala kejaksaan dengan Nomor : B-1516/O.3.26/Fu.1/04/2013 pada tanggal 17 April 2013 perihal permintaan data dan pemblokiran aset terpidana UW di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Tahap selanjutnya surat permohonan ditujukan kepada kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sragen perihal Permintaan Data dan Pemblokiran Aset Terpidana UW. Di Wilayah Kabupaten Sragen.

Tahapan selanjutnya diajukan surat permohonan dengan Nomor : B-1574/O.3.26/Fu.1/04/2013 mengenai Permintaan Data dan Pemblokiran Aset Terpidana UW. Di Wilayah Kabupaten Sragen yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang pada pokoknya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan uang pengganti sebesar Rp. 10.501.445.352,00 (Sepuluh milyar lima ratus satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sehingga dalam rangka pengembalian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, pihak kejaksaan meminta data asset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki keluarga terpidana.
2. Kendala pihak Kejaksaan dalam mengeksekusi aset hasil tindak Pidana Korupsi 
Korupsi merupakan perbuatan yang sangat  merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangun-an nasional, oleh karena itu segala macam  perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan  negara perlu dikikis habis di antaranya adalah  dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa peraturan perundang-undangan yang ada melalui penegakan hukum. 


Pelaku tindak pidana korupsi diidentifikasikan sebagai konspirasi antara pejabat negara dan masyarakat yang bersifat sangat kompleks, sehingga di berbagai negara maju muncul istilah political coruption. Istilah ini berkembang karena mengandung keprihatinan para ahli dan warga negara yang baik karena  tindak pidana korupsi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara  substansial, di samping mengakibatkan meningkatnya biaya pelayanan sosial dan sebaliknya  menurunkan kualitas pelayanan sosial.


Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini, Pemerintah membuat Undang-Undang Korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah ”setiap orang yang secara melawan  hukum melakukan perbuatan memperkaya diri  sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.


Menurut Undang-Undang Korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh Penuntut Umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Instrumen perdata di lakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). 


Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah. Dalam putusan Pengadilan Negeri, selain pidana pokok biasanya hakim juga memutuskan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti kepada para terpidana kasus kejahatan korupsi. Pidana uang pengganti yang dihubungkan dengan jumlah masa tahanan terpidana, kadang kala tidak dipenuhi oleh terpidana, di mana mereka lebih memilih pidana tambahan berupa kurungan badan dibandingkan dengan pidana pengganti yang diputuskan oleh hakim yang dapat disebabkan oleh beberapa hal. Istilah uang pengganti mengandung pengertian yang terkait bukan kepentingan perorangan atau individu, tetapi kepentingan publik atau bahkan kepentingan negara. 
Kendala dalam pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti atas kasus korupsi kas daerah Kabupaten Sragen yang melibatkan mantan Bupati Sragen UW tersebut, antara lain adalah : 

1. Pihak kejaksaan selaku penyidik pada saat dilakukan penyidikan tidak melakukan penyitaan asset milik dari mantan Bupati Sragen UW sebelumnya. 
2. Dengan alasan untuk menjaga kondisional masyarakat setempat (agar tidak terjadi demo) karena dikhawatirkan bila dilakukan eksekusi atas barang milik mantan Bupati Sragen UW yang berada diwilayah Sragen, maka diperkirakan akan terjadi amukan massa karena pendukung mantan Bupati Sragen UW masih banyak.  
Jika dipilih harta benda milik mantan bupati Sragen UW yang berada diluar wilayah Sragen yakni diwilayah Jakarta Timur yang mau dieksekusi. Pihak kejaksaan menemui kendala dalam hal biaya transportasi, karena dana penanganan korupsi sudah terserap habis dari mulai tingkat penyidikan sampai dengan adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht,).
D. Simpulan
           Upaya yang dilakukan pihak kejaksaan sehubungan dengan adanya putusan MA Nomor 1361/K/Pid.sus/2012 terhadap mantan Bupati Sragen tersebut adalah jaksa sudah melakukan upaya untuk melakukan penyitaan aset milik mantan Bupati Sragen tersebut yang wilayahnya berada di Jakarta Timur dengan perkiraan bahwa aset yang disita senilai 14 Milyar, Sehingga dengan satu aset tersebut diharapkan bisa untuk membayar pidana tambahan berupa uang pengganti sesuai putusan MA tersebut. Namun demikian jaksa dalam hal ini juga masih menemui kesulitan dalam menjalankan eksekusi dikarenakan aset yang disita tersebut berada diluar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen/ diluar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen. Selanjutnya untuk mengupayakan agar aset tersebut bisa disita maka dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sragen bersama-sama dengan Kejaksaan Tinggi Semarang dibantu oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta telah memohon kepada BPN Jakarta Timur untuk melakukan pemblokiran, dan selanjutnya upaya yang terakhir lakukan adalah pihak Kejaksaan Negeri Sragen telah mengirimkan surat peringatan untuk pengosongan. 
           Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti atas kasus korupsi kas daerah Kabupaten Sragen. Kendala-kendala tersebut adalah antara lain : Pertama, adanya hambatan dari faktor hukumnya, yaitu ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan perampasan/ penyitaan atas harta milik para koruptor ; kedua, hambatan dari faktor penegak hukum, yakni Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sragen pada kenyataannya masih merasa sulit untuk melacak harta benda milik terpidana UW guna melakukan penyitaan atas aset miliknya; dan ketiga, hambatan dari faktor masyarakat, yakni masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan atau memberitahukan harta benda yang dimiliki terpidana kasus korupsi, bahkan ada masyarakat yang cenderung untuk menghalang-halangi dengan melakukan demo atas penyitaan barang milik terpidana kasus korupsi.
E. Saran

         Dalam upaya untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, maka perlu segera dibentuk perangkat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perampasan/ penyitaan aset milik para terpidana kasus korupsi. 
Kinerja Jaksa selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang berkaitan dengan bidang tugasnya, khususnya dalam pelaksanaan/ eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. 

Perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada penegak hukum terhadap barang milik para terpidana kasus korupsi, serta perlu adanya kesadaran dari masyarakat bahwa korupsi adalah musuh kita bersama, sehingga tanpa ada partisipasi dari masyarakat maka korupsi sulit untuk diberantas.
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